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Nomor : 045.2/ 63 /IV/2024/DPMPTSP 
Sifat : Biasa 
Lampiran : 1 (satu) Exp. 
Perihal : Laporan Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha dan Perizinan di Daerah 
DPMPTSP Kab. Mamuju 

 
Yth. Gubernur Sulawesi Barat 
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan 
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
  Di - 

Mamuju 

 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan  Terpadu  Satu 

Pintu Daerah, dengan ini disampaikan Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 

dan Perizinan di Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kabupaten Mamuju untuk Triwulan I Tahun 2024, sebagaimana 

terlampir. 

 
Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

 
 

Kepala Dinas 
 

Hj. HASNAWATY SYAM, SE, M.Si 
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c 
Nip : 19680928 200604 2 002 

 
Tembusan : Disampaikan kepada yth : 

1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju di Mamuju. 

2. Pertinggal. 



 
 
 
 
 
 

 

LAPORAN TRIWULAN I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024 

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN 
DI DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAMUJU 



KATA PENGANTAR 
 

 
Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat 

dan karuniaNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha dan Perizinan di Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Triwulan I Tahun 2024. 

Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan di Daerah 

dimaksud adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan di 

Daerah yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap 

terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat 

termasuk di dalamnya kinerja PTSP dalam menyelenggarakan Perizinan Berusaha 

dan Perizinan di Daerah. Melalui Laporan ini kami memberikan gambaran kinerja 

penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Triwulan I Tahun 2024 termasuk 

kendala-kendala yang dihadapi serta solusi yang telah dilaksanakan. 

Demikian Laporan ini disusun, semoga bermanfaat bagi semua pihak dalam 

rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap 

penyelenggaraan PTSP Kabupaten Mamuju. 

Mamuju, 
Kepala Dinas 

Hj. HASNAWATY SYAM, SE, M.Si 
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c 
N I P : 19680928 200604 2 002 



DAFTAR ISI 
 



LAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN 
PERIZINAN DI DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL 
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN 
MAMUJU TRIWULAN I TAHUN 2024 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Bupati 
menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan di Daerah 
kepada Gubernur secara periodik setiap triwulan. 

 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Perizinan di Daerah mempunyai 

tujuan untuk: 
Meningkatkan kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada 
masyarakat; 
Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan 
prima. 
Meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah. 

Sedangkan sasaran penyelenggaraan PTSP daerah yaitu terwujudnya PTSP yang 
cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan 
meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Adapun perkembangan 
penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan di Daerah pada Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju selama bulan Januari 
sampai Maret (Triwulan I) Tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

I. Kelembagaan dan Struktur Organisasi 

Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(DPMPTSP) Kabupaten Mamuju, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju 
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Mamuju dan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 71 Tahun 2019 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju. 
(Struktur Organisasi DPMPTSP Kab. Mamuju terlampir). 



 
II. Pendelegasian Kewenangan 

5  Pendelegasian Kewenangan berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 29 

Tahun 2021 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha dan Perizinan Di Daerah. 

 
III. Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia yang berkualitas akan menunjang keberhasilan organisasi 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dari itu pengelolaan dan penempatan 

sumber daya manusia sesuai dengan kapasitasnya menjadi sangat penting dalam 

organisasi. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kontrak yang ditugaskan pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju untuk bulan 

Januari sampai Maret Tahun 2024 adalah sebagai berikut : 
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IV. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Di 

Daerah 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
meliputi : 
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V. Sumber Daya Manusia 
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Sumber Daya Manusia yang berkualitas akan menunjang keberhasilan organisasi untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dari itu pengelolaan dan penempatan 

sumber daya manusia sesuai dengan kapasitasnya menjadi sangat penting dalam 

organisasi. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kontrak yang ditugaskan pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju untuk bulan 

Januari sampai Maret Tahun 2024 adalah sebagai berikut : 

 



IV. Sumber Daya Manusia 

Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Di Daerah 

meliputi : 
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Sarana dan Prasarana Elektronik PTSP meliputi : 

 
 
 
 

 
V. Maklumat Pelayanan : 

Maklumat Pelayanan Publik berdasarkan Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten 
Mamuju Nomor : 188.45/10/SK/KPTS/VII/2022/DPMPTSP tentang Maklumat  Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju. 

Standar Pelayanan : 
Standar Pelayanan berdasarkan Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Mamuju 
Nomor : 188.45/17.a/SK/KPTS/XI/2021/DPMPTSP tentang Standar Pelayanan pada Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju. 

Standar Operasional Prosedur : 
Standar Operasional Prosedur berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Nomor : 38 Tahun 
2021 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Perizinan di Daerah 
Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju. 



VI. Survei Kepuasan Masyarakat 
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Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I Tahun 2023 adalah: 

VII. Pengaduan Masyarakat 

Pengaduan Masyarakat 

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, 
tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya. 

Adapun Jenis pengaduan pada DPMPTSP dapat dilakukan sebagai berikut : 

a) Penanganan Pengaduan yang datang Secara Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju melalui petugas pengaduan dan 
wajib memberikan identitas yang meliputi identitas pengadu/pelapor, waktu 
pengaduan, masalah pengaduan, dan uraian pengaduan. 

b) Penanganan Pengaduan Tidak Langsung melalui Telepon, SMS Centre, Kotak 
Pengaduan, Email, dan Whatsaap penerima pelayanan pengaduan wajib memberikan 
identitas yang jelas yang meliputi identitas pengadu/pelapor, waktu pengaduan, dan 
materi pengaduan yang diadukan terkait pelayanan untuk mempermudah pelayanan 
pengaduan 

 
Adapun mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat yang ada pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju (sebagaimana 
terlampir). 

Dari beberapa media pelayanan Pengaduan yang disediakan oleh Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mamuju, berikut data pengaduan 
masyarakat Triwulan I (Januari s.d Maret) Tahun 2024 sebagaimana tersebut pada tabel 
dibawah ini : 
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Inovasi Layanan 

Pelaksanaan Inovasi layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Mamuju dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik di Kabupaten Mamuju. 

Adapun jenis - jenis inovasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Mamuju, yaitu : 
 

 



VIII. Jenis Perizinan Berusaha dan Perizinan Di Daerah 

Jenis Perizinan Berusaha dan Perizinan di Daerah berdasarkan Peraturan Bupati 

Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada 
14 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Di Daerah. 
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IX. Jumlah Perizinan Berusaha dan Perizinan di Daerah 

Jumlah Perizinan Berusaha dan Perizinan di Daerah yang diterbitkan oleh DPMPTSP 

Kab. Mamuju tercantum dalam rekapitulasi berdasarkan jenis Perizinan Berusaha dan 

Perizinan di Daerah Triwulan I (Januari s.d Maret) Tahun 2024 (sebagaimana terlampir). 

 
X. Realisasi Investasi 

Kabupaten Mamuju menjadi salah satu kabupaten yang mempunyai daya tarik bagi 

para investor. Hal ini karena letak kabupaten yang sangat strategis dan mempunyai banyak 

potensi baik dari Sumber Daya Alam maupun penduduknya. 

Adapun Data Realisasi Investasi Triwulan I (Januari s.d Maret) Tahun 2024 (sebagaimana 

terlampir). 

 
XI. Kendala dan Solusi 

- Kendala 

1) Jumlah SDM masih kurang terutama yang memiliki standar kompetensi yang 

sesuai di bidangnya (IT, dan Hukum). 

2) Kemampuan dan Pemahaman SDM yang belum memadai dalam hal penguasaan 

tentang aplikasi yang digunakan. 

3) Sarana dan prasarana kantor seperti komputer, printer, mesin fotokopi, lemari arsip, 

filling, kursi, dan meja yang rusak disebabkan oleh gempa bumi yang terjadi di 

Kabupaten Mamuju. 

4) Aplikasi yang masih mengalami maintenance dan sering mengalami gangguan. 

5) Dukungan anggaran yang belum mencukupi dalam rangka memenuhi pelaksanaan 

pelayanan publik yang prima. 



 
- Solusi 

1) Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan (IT 

dan Hukum). 

2) Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan SDM terkait aplikasi OSS, SICANTIK dan SIMBG. 

3) Pengadaan sarana dan prasarana kantor (meubelair) yang baru. 

4) Melakukan koordinasi dengan kementrian yang menangani aplikasi . 

5) Penambahan pagu anggaran kepada DPMPTSP Kab. Mamuju. 

 
Demikian Laporan ini disampaikan, dan atas perhatiaannya diucapkan terima kasih. 

Lampiran: 

1. Struktur Organisasi 

2. Rekapitulasi Jumlah Perizinan Berusaha dan Perizinan di Daerah 

3. Capaian Realisasi Investasi 

4. Mekanisme pengelolaan pengaduan. 


